REPUBLIK INDONESIA

No.866, 2019 KEMENSOS. Pekerja Sosial Masyarakat.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pekerja sosial masyarakat merupakan relawan
sosial sebagai salah satu sumber daya manusia
penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai
kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;

b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012
tentang Pekerja Sosial Masyarakat sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan
hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Sosial tentang Pekerja Sosial

Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor
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20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEKERJA SOSIAL
MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat
dengan PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar
rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh
rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan
sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu
pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan
diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang
terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam
bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial.

4. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya
disingkat IPSM adalah wadah berhimpun PSM sebagai
media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan
pengalaman serta pengembangan kemampuan

administrasi dan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial.
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5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PSM dibentuk dengan maksud untuk:

a. memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian
warga masyarakat untuk Dberperan serta dalam
melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

b. meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam
menangani masalah sosial; dan

c. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3
Tujuan dibentuknya PSM untuk:
a. terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
b. terlaksananya pelayanan sosial masyarakat; dan
c. terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan

sosial.

BAB II
STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4
(1) PSM berstatus sebagai relawan sosial.
(2) PSM berkedudukan di desa atau kelurahan atau nama
lain di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pasal 5
(1) PSM mempunyai tugas:

a. mengambil inisiatif dalam penanganan masalah

sosial;
b. membantu mendorong, menggerakkan, dan
mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan

Kesejahteraaan Sosial;
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c. mendampingi warga masyarakat yang
membutuhkan layanan sosial,

d. mendampingi program Kesejahteraan Sosial di
tingkat desa atau kelurahan atau nama lain;

e. berperan aktif dalam program nasional; dan

f. sebagai mitra pemerintah /institusi dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) PSM berkoordinasi dengan kepala desa atau
lurah atau nama lain serta bersinergi dengan pilar sosial

dan penyelenggara pembangunan lainnya.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 PSM mempunyai fungsi sebagai:
a. Iinisiator;

b. motivator;
c. dinamisator; dan
d. administrator.

(2) Inisiator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mengambil inisiatif dan inovasi dalam menangani
masalah Kesejahteraan Sosial.

(3) Motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
melakukan sosialisasi, memberikan informasi, dan
memotivasi masyarakat.

(4) Dinamisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c menggerakkan masyarakat dalam menghadapi dan
mengatasi masalah Kesejahteraan Sosial.

(5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d melakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 7
Pemerintah dan pemerintah daerah memprioritaskan PSM
sebagai pendamping program Kesejahteraan Sosial di tingkat

desa atau kelurahan atau nama lain.
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BAB III
PENYELENGGARAAN PSM

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi PSM terdiri atas:

a. warga negara Indonesia;

b. memiliki kemauan, kepedulian, dan komitmen sebagai
relawan sosial;

c. memiliki kartu tanda penduduk di wilayah desa atau
kelurahan atau nama lain sesuai dengan domisili;

d. wusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

e. mampu membaca dan menulis;

f. berkelakuan baik; dan

g. telah mengikuti bimbingan teknis dasar di bidang

Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua

Rekrutmen Calon PSM

Pasal 9
(1) Tahapan rekrutmen meliputi:

a. calon PSM mengusulkan diri menjadi PSM kepada
IPSM kelurahan atau desa atau nama lain;

b. IPSM kelurahan atau desa atau nama lain
memberikan rekomendasi kepada kepala desa atau
lurah atau nama lain;

c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada huruf b, kepala desa atau lurah atau nama lain
mengusulkan calon PSM kepada dinas sosial daerah
kabupaten/kota untuk mengikuti proses rekrutmen;

d. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan
verifikasi dan validasi terhadap calon PSM yang
diajukan oleh kepala desa atau lurah atau nama

lain;
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e. dinas sosial daerah kabupaten/kota melaksanakan
kegiatan bimbingan teknis dasar terhadap calon
PSM yang diajukan oleh kepala desa atau lurah atau
nama lain;

f. dinas sosial daerah kabupaten/kota menetapkan
calon PSM menjadi PSM dan menyampaikan data
PSM yang telah ditetapkan kepada Kementerian
Sosial untuk dimasukkan ke dalam data potensi
sumber Kesejahteraan Sosial serta tembusan
disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi
dan IPSM daerah kabupaten/kota.

(2) Tahapan rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh IPSM kecamatan
apabila di kelurahan atau desa atau nama lain tidak

terdapat IPSM.

Bagian Ketiga
Identitas PSM

Pasal 10
PSM memiliki identitas terdiri atas:
a. seragam;
b. atribut; dan

C. mars.

Pasal 11
Seragam PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
a terdiri atas seragam:
a. resmi; dan

b. operasional.

Pasal 12
(1) Seragam resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a berupa jas lengan panjang berwarna krem

disertai lambang PSM.
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(2) Seragam resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan untuk:
a. upacara resmi;
b. audiensi; dan

c. menghadiri undangan atau kegiatan resmi.

Pasal 13

(1) Seragam operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b berupa rompi berwarna krem dengan
model standar.

(2) Seragam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipergunakan untuk:
a. upacara di lapangan terbuka;
b. studi banding; dan

c. tugas lapangan.

Pasal 14

(1) Atribut PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b terdiri atas:
a. tanda pengenal; dan
b. lambang PSM.

(2) Atribut tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa nama dan nomor induk PSM.

(3) Atribut lambang PSM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diletakkan di sisi bahu sebelah kiri.

Pasal 15
Penggunaan mars PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf c dilaksanakan pada acara resmi PSM.

Pasal 16
Identitas PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB IV
IPSM

Pasal 17
Dalam upaya meningkatkan peran serta, mewujudkan
sinergitas, dan keterpaduan antara PSM dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dibentuk IPSM.

Pasal 18

(1) IPSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berfungsi
sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran
informasi, dan pengalaman serta pengembangan
kemampuan administrasi dan teknis di bidang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(2) IPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibentuk baik di desa atau kelurahan atau nama lain,
kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi

maupun nasional.

Pasal 19
(1) IPSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bersifat
otonom, terbuka, mandiri, dan tidak hirarkis.
(2) Hubungan kerja antar IPSM di desa atau kelurahan atau
nama lain, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah

provinsi dan nasional bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 20
(1) Setiap PSM dan IPSM memiliki rencana dan program
kerja.
(2) Penyusunan rencana dan program kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi, sumber,
kemampuan, dan kondisi Kesejahteraan Sosial di wilayah

kerjanya.
Pasal 21

(1) Pengukuhan pengurus IPSM desa atau kelurahan atau

nama lain, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah
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provinsi dan nasional dilakukan dengan keputusan
pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keputusan kepala desa atau lurah atau nama lain
untuk pengukuhan pengurus IPSM desa atau
kelurahan atau nama lain;

b. keputusan camat untuk pengukuhan pengurus
IPSM kecamatan;

c. keputusan bupati/wali kota untuk pengukuhan
pengurus IPSM daerah kabupaten/kota;

d. keputusan gubernur untuk pengukuhan pengurus
IPSM daerah provinsi; dan

e. Keputusan Menteri untuk pengukuhan pengurus

IPSM nasional.

Pasal 22
Ketentuan mengenai pembentukan, keanggotaan, dan tata
kerja IPSM diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah

tangga IPSM nasional.

BAB V
BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 23

(1) Bimbingan teknis terdiri atas:
a. dasar;

b. lanjutan; dan
c. khusus.

(2) Bimbingan teknis dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan bimbingan Dberisi
pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan
oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3) Bimbingan teknis lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan bimbingan berisi

pemahaman lebih lanjut mengenai permasalahan
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kesejahteraan sosial dan teknik pemecahan masalah
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi.

(4) Bimbingan teknis khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan bimbingan bagi PSM yang
ditugaskan menjadi pendamping program Kesejahteraan
Sosial tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian
Sosial, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah
sesuai dengan ketentuan program.

(5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan oleh IPSM sesuai dengan standar

bimbingan teknis yang ditetapkan Kementerian Sosial.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 24
Menteri memiliki kewenangan:
a. menetapkan dan menyosialisasikan kebijakan terkait
PSM;
b. memasukkan data PSM dalam data potensi sumber
Kesejahteraan Sosial yang terintegrasi dengan data

terpadu Kesejahteraan Sosial;

c. melakukan pembinaan terhadap PSM dan IPSM;

d. menetapkan standardisasi materi bimbingan teknis;
e. melaksanakan bimbingan teknis khusus;

f.  meningkatkan kapasitas PSM lingkup nasional;

g. melakukan pengukuhan IPSM nasional; dan

h. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 25
Gubernur memiliki kewenangan:
a. melaksanakan bimbingan teknis lanjutan PSM,;
b. meningkatkan kapasitas PSM di lingkup daerah provinsi;
c. melakukan pemberdayaan terhadap PSM di lingkup
daerah provinsi; dan
d. melakukan pemantauan dan evaluasi di lingkup daerah

provinsi.
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Pasal 26

Bupati atau wali kota memiliki kewenangan:

a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PSM;

b. melaksanakan bimbingan teknis dasar terhadap calon
PSM;
menetapkan PSM;

d. meningkatkan kapasitas PSM di lingkup daerah
kabupaten /kota,;

e. melakukan pengembangan terhadap PSM di lingkup
daerah kabupaten/kota; dan

f. melakukan pemantauan dan evaluasi di lingkup daerah

kabupaten/kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 27
Sumber pendanaan untuk pelaksanaan tugas PSM dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi:
c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
atau
d. sumber pendanaan yang sah berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Sosial Nomor 4/HUK/1985 tentang Pakaian Seragam
Pekerja Sosial Masyarakat dan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 29
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

IDENTITAS PSM

I. SERAGAM PSM
A. SERAGAM RESMI
JAS PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
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B. ROMPI PSM

ROMPI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

Sasial

Bordir Logo Pehera
Sovial ot

II.  ATRIBUT PSM

A. TANDA PENGENAL

%f i’.’@t

P IRAMA NASUTION

33.14.13.199 ﬂ

KETERANGAN:
1. Tanda pengenal terdiri atas nama PSM dan Nomor Induk Anggota
IPSM.
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Nomor Induk Anggota IPSM terdiri atas angka yang merupakan
kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan nomor urut

anggota IPSM,

B. LAMBANG PSM

Filosofi Lambang

Lambang Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM) adalah Adicita
Lambang Pekerjaan Sosial, yang jiwanya dapat dirumuskan
sebagai berikut: “Manusia Indonesia yang berpandangan hidup
Pancasila, bergerak atas dasar Pancasila, menuju dan mencapai
masyarakat Pancasila bergotong royong ke arah terwujudnya
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Jiwa
pekerjaan sosial tersebut dituangkan dalam gambar lambang
dan ditetapkan pada tanggal 20 Desember 1950 oleh Kepala
Jawatan Sosial, Prof. Mr. Sumantri Praptokusumo.

Selanjutnya lambang tersebut dijadikan dasar untuk Satya
Lancana Pembangunan Sosial oleh Panitia Perbintangan Negara.
Lambang “Adicita Pekerjaan Sosial" pernah menjadi lambang /
logo Departemen Sosial dan lambangnya Pembimbing Sosial
Masyarakat (PSM), dan bahkan sampai saat ini lambang
tersebut masih menjadi kebanggan dan digunakan para Pekerja
Sosial Masyarakat (PSM).
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Keterangan Bentuk

Lambang pekerjaan sosial (lambang ‘tat twam asi) tersebut

berbentuk segi lima yang maknanya adalah sebagai berikut:

a. Lambang pekerjaan sosial adalah lambang perwujudan
tanggung jawab sosial dari tiap manusia sebagai anggota
masyarakat, pergaulan hidup antara manusia, tempat
persemaian perkembangan manusia.

b. Dasar adalah lima daun teratai, yang berarti manusia
Indonesia yang mempunyai dasar hidup Pancasila. Teratai
melambangkan kesucian. Tumbuhan teratai hidup di air
tetapi tiada basah karena air itu (baik air jernih maupun air
keruh).

c. Atas dasar kesucian dan hidup berpancasila, manusia
Indonesia bergerak untuk mewujudkan Pancasila, yang
dilambangkan dengan tangga bertingkat lima, yang berarti
bergerak atas dasar Pancasila dan memperkembangkan
pribadi dalam masyarakat yang berarti turut membangun
masyarakat.

d. Gapura melambangkan bangunan atau kultur yang telah
dibangun oleh manusia Indonesia dalam gerak
perkembangan dan  perwujudan  Pancasila  atas
keseimbangan rohani dan jasmani.

e. Matahari bersinar lima, adalah lambang perwujudan
Pancasila yang tercapai oleh manusia Indonesia. Matahari
adalah sumber yang memungkinkan hidup dalam dunia ini.

2019, No.866
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MARS PSM

1=G. 4/4

1 551 33171.2.17.12.1

1-2 P.S.iﬂ ' angga - la ici-m. Pckcrja Sosial Ma -

.3 2,137 |45 $.4 § 1

7.6.6 5.

s&uakat kita 1. Tempat mengemban  tugas Kemanusia- an
2. Masyara-kat Bhine-ka Tung-gal I - ka

171,281 1) 3. 27.815 2. 37,14 2.3

Me-nuju scjah-tra so-sial bersama, Ki-ta tingkatkan kemam-
vang adil sentosa, tu-juan u-tama. Ki-ta tanggu-langi ma-

4._32._125“1‘43 2.345.5|3.21.3 2

puan keterampilah, Kita krahkan Swadaya dan Swada - na
sa-lah masyara-kat. Ki-ta tingkatkan krea-si dan produksi,

1.159:88:7 | Y2 3. 4832 | 2:34.5 51.1

Berda-sarkana a-zds Pan-ca-si-la, ita bangun bangsa be-

B. Sitompul

Dengan rahmat Tuhan yang maha pemurah, Ki-ta bangun bangsa ru

4.2 1.7.1. |

sar scjah-te-ra.
kun ba-ha-gia.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

legalitas.org


https://legalitas.org/

